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KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Menimbang

Mengingat

NOMOR 618 /KPTS/ PW. 130/G/ 02/2024
TENTANG
PANDUAN TEKNIS PENUGASAN AUDIT KINERJA
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

a. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai
negara dan
pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan
efektivitas, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal
S50 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

atas atas pengelolaan keuangan

2008 perlu dilakukan audit kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

4890);

sebagaimana
dimaksud dalam huruf a serta untuk menyamakan
persepsi dalam pelaksanaan penugasan audit kinerja,
perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal
Kementerian Pertanian tentang Panduan Penugasan
Teknis Audit Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian;
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©. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/
PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan
Intern Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 38 Tahun 2023;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian;

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 780/KPTS/KP.
S90/M/12/2021 tentang Piagam Audit Intern
Kementerian Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/KPTS/PW.
310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan
Intern Kementerian Pengawasan Intern Tahun 2022-
2024;

Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor
Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-

O01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern
Pemerintah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Panduan Teknis Penugasan Audit Kinerja Lingkup
Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Panduan Teknis Penugasan Teknis sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan
dalam melaksanakan penugasan audit kinerja Lingkup
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Mencabut Berlakunya Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor  B.1579/Kpts/PW.130/G/6/2022 tentang

Panduan Teknis Penugasan Audit Kinerja Lingkup
Kementerian Pertanian.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februam 2024

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,

DEDIANURSYAMSI
NIP.196406231989031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

o G R )

. Menteri Pertanian R.1.;

Wakil Menteri Pertanian R.I.;

Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;

Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian.
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LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR 618 /KPTS/ PW.130/G/ 02 /2024
TANGGAL 19 Februari 2024

TENTANG

PANDUAN TEKNIS PENUGASAN AUDIT
KINERJA LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN

PANDUAN TEKNIS PENUGASAN AUDIT KINERJA
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Latar Belakang

Sesuai Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah
(KP3IP), Kementerian dapat merumuskan Panduan Teknis Penugasan
untuk Audit Kinerja. Panduan Teknis Penugasan Audit Kinerja ini
merupakan persyaratan teknis penugasan yang dioperasionalkan dari
Standar Audit Intern Pemerintah, khususnya untuk Audit Kinerja.
Sebagai proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis
bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan rekomendasi
perbaikan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pencapaian tujuan
program /kegiatan terhadap aspek ekonomi, efisiensi, efektif dan ketaatan
terhadap peraturan perundangan yang berlaku, auditor perlu dilengkapi
dengan Panduan Teknis Penugasan tentang audit kinerja agar auditor
dapat melaksanakan tugas sesuai rencana hari penugasan.

Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sehingga diperlukan
penilaian yang terdiri dari aspek ekonomis, efisien, efektif dan ketaatan
terhadap peraturan melalui proses audit. Guna mendukung proses
tersebut, auditor perlu dilengkapi dengan Panduan Teknis Penugasan
Audit Kinerja supaya dapat memahami proses bisnis dan ketentuan
tentang tugas dan fungsi (tusi), program/kegiatan, dalam mewujudkan
kinerja.

Audit kinerja yang dilakukan adalah audit kinerja program untuk
memberikan simpulan kinerja program yang menjadi tanggungjawab
Esclon I. Program adalah kumpulan aktivitas/ kegiatan yang direncanakan
untuk mencapai sasaran strategis di Kementerian Pertanian di dalam
Renstra secara efektif dan efisien serta anggaran yang akuntabel.

B. Tujuan Audit Kinerja
Audit Kinerja bertujuan untuk:

1. Memberikan simpulan tentang capaian kinerja program/kegiatan
Satker.

2. Memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPI (kegiatan
yang efektif dan efisien, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan).

3. Memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja
program /kegiatan.

Simpulan audit kinerja menggambarkan aspek kehematan (ekonomis),
efisiensi, efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan untuk setiap kegiatan
yang diaudit dan/atau keberhasilan pencapaian program strategis.

Rekomendasi yang dicapai melalui pengujian secara sistematis, terorganisir
dan obyektif atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja
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program pertanian harus konsisten dengan simpulan dan wajib
dikomunikasikan kepada auditan untuk mendapatkan keyakinan yang
memadai bahwa rekomendasi yang diberikan auditor dapat dilaksanakan.

. Tujuan Panduan Teknis Penugasan Audit Kinerja

Panduan Teknis Penugasan Audit Kinerja sebagai ukuran mutu teknis
dalam menilai pelaksanaan audit bagi tim audit maupun inspektur
sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan
laporan yang berkualitas.

. Pemanfaatan dan Pengguna Panduan Teknis Penugasan Audit Kinerja

Panduan Teknis Penugasan Audit Kinerja ini dirancang sebagai panduan
dalam melaksanakan audit atas kinerja yang dilaksanakan oleh unit
organisasi atau satker di lingkungan Kementerian Pertanian.

Panduan Teknis Penugasan ini digunakan oleh Auditor mulai dari
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim sampai dengan Anggota
Tim sebagai acuan dalam melaksanakan teknis audit dan disampaikan

kepada Inspektur sebagai acuan dalam mengendalikan pelaksanaan audit
kinerja.

. Metodologi Audit Kinerja

Auditor harus memilih metode audit yang akan diterapkan untuk
mengembangkan Panduan Kerja Audit dan Program Kerja Audit Kinerja
serta alasan pemilihan metode audit dalam merencanakan audit kinerja.
Metodologi audit yang digunakan dalam audit kinerja adalah pembobotan
kinerja dan penilaian terhadap aspek efektivitas, efisiensi, ekonomis, dan
ketaatan peraturan pada program dalam mendukung pencapaian kinerja
yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian dapat berupa meningkatnya
ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, meningkatnya nilai
tambah dan daya saing industri, meningkatnya pemanfaatan teknologi dan
invonasi pertanian, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan
kelembagaan pertanian nasional serta terwujudnya birokrasi Kementerian
Pertanian.

Kegiatan strategis adalah kegiatan yang memiliki daya ungkit /berdampak
besar terhadap masyarakat, memberikan gambaran tentang kinerja Eselon
[ mitra Inspektorat Jenderal serta memiliki alokasi anggaran kegiatan yang
cukup signifikan mendukung program /kegiatan.

Audit kinerja dilakukan pada 4 tahap kegiatan yaitu tahap persiapan,
tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap pencapaian hasil (outcome).
Penanggungjawab audit Inspektorat (I-IV) menyusun bobot untuk masing-
masing tahapan kegiatan sesuai dengan karakteristik yang diaudit.

Tim Audit mengkomunikasikan bobot penilaian kepada auditan pada saat

entry meeting. Berikut adalah skala pembobotan untuk masing-masing
tahapan kegiatan.

Tahapan Bobot Audit Kinerja
| Persiapan 15-20
| Pelaksanaan 50-70
Pelaporan 5-10
| Outcome 5-30

Contoh membangun model pembobotan kinerja terdapat pada Format-1.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan /program dan sasaran
yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut disusun untuk masing-
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masing tahapan kegiatan. Berikut adalah skala pengukuran kinerja yang
digunakan:

Skor Kategori
85 = skor < 100 | Berhasil/Efektif/Efisien /Ekonomis/ Taat Peraturan
70 = skor < 85 | Cukup Berhasil/ Cukup Efektif/ Cukup Efisien/
Cukup Ekonomis/ Cukup Taat Peraturan
50 < skor < 70 | Kurang Berhasil/ Kurang Efektif/ Kurang Efisien/
Kurang Ekonomis/ Kurang Taat Peraturan
O < skor < 50 Tidak Berhasil/ Tidak Efektif/ Tidak Efisien/ Tidak
Ekonomis/ Tidak Taat Peraturan
Sumber: Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko BPKP 2020

Inspektorat Jenderal menyepakati model pembobotan kinerja satker dan
kinerja program dengan Eselon I dan Eselon II pengelola program /kegiatan
sebelum melakukan audit kinerja. Format Berita Acara Kesepakatan
disajikan pada Lampiran II.

Dalam memberikan skor kinerja, nilai pembagi yang digunakan adalah nilai
maksimum yang dapat diperoleh oleh Satker.

Auditor melakukan penentuan Program, RO dan jumlah sampel yang
dianggap mewakili dengan pertimbangan profesional auditor dan sumber
daya yang tersedia. Beberapa metode penentuan jumlah sampel yang dapat

dilakukan digunakan antara lain sensus, rumus slovin, purposive random
sampling.

Penetapan jumlah sampel dapat berdasarkan :

1. Jumlah penerima manfaat atau sejenisnya;

2. Jumlah lokasi;

3. Jumlah anggaran;

4. Jumlah dokumen pertanggungjawaban anggaran; dan
S. Sumber daya yang tersedia.

Metode pengumpulan data kinerja dapat dilakukan dengan analisis
dokumen, kuesioner dan wawancara maupun observasi lapangan. Setiap
metode pengumpulan data harus dibarengi dengan petunjuk pengumpulan
data, sumber data atau responden.

Inspektorat wajib menetapkan metode pengolahan data termasuk
pengolahan berjenjang mulai dari satker terkecil hingga penanggungjawab
program sesuai dengan ruang lingkup pengukuran strategic intent jika ada.
Sebagai suatu metodologi, PTP-112 ini merupakan media untuk membantu
auditor merencanakan dan melaksanakan audit kinerja sesuai tahapan
kinerja dan membantu auditor dalam membuat simpulan assurance
ketaatan, keekonomisan, efisiensi, kemanfaatan atau efektivitas dan dalam
merumuskan rekomendasi jika simpulan assurance ternyata sebaliknya.
Auditor diharapkan menggunakan kecermatan profesionalnya dalam
mengembangkan PTP-112 ini sesuai kondisi penerapannya di lapangan

termasuk dalam menyusun langkah kerja, mereviu kertas kerja dan
mengevaluasi temuan hasil audit.

Konsep Ekonomis, Efisien, Efektif dan Ketaatan Terhadap Peraturan
1. Pengertian Ekonomis

Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan
digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan
kuantitas yang tepat. Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan
input yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas
dan standar yang diterapkan.

Audit atas aspek ekonomis meliputi apakah barang atau jasa untuk
kepentingan kegiatan, aktivitas, fungsi, dan kegiatan telah diperoleh
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dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang
sama yang terdapat dalam standar harga/e-katalog, harga asosiasi; dan
telah didukung dengan HPS atas survei harga, serta apakah barang atau
jJasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan
dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yang sama yang terdapat
dalam standar harga/e-katalog dan harga asosiasi.

2. Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output. Suatu
entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal
dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu
dengan memanfaatkan input minimal.

Audit atas aspek efisiensi meliputi apakah input yang tersedia untuk
menghasilkan barang/jasa telah dipakai secara optimal; apakah output
yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit input; apakah output yang
terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat diperoleh dari input
yang digunakan.

3. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan dan berkaitan dengan
hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai
(outcomes), sehingga output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang
ditetapkan. Audit atas aspek efektivitas meliputi apakah output yang
dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana diharapkan, konsisten
dengan tujuan yang ditetapkan, serta dampak yang terjadi diyakini benar
dari output yang dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkungan luar.

4. Pengertian Ketaatan terhadap Peraturan

Ketaatan terhadap peraturan merupakan keyakinan bahwa area, proses,
sistem yang diaudit atas program prioritas telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, kebijakan, prosedur dan peraturan terkait, serta
kriteria/ketentuan lainnya.

. Ruang Lingkup Audit Kinerja

Ruang lingkup audit kinerja meliputi audit atas capaian kinerja program
pada aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,
kehematan, efisiensi, efektivitas (3E dan 1T).

Audit kinerja dikaitkan dengan perumusan kinerja dalam 3, 4 atau 6 Tepat.
Identifikasi 3, 4 atau 6 Tepat dikaitkan juga dengan pengelolaan
program/kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan atau
pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hingga pengawasan.
Audit kinerja dilakukan terhadap anggaran 1 tahun atau lebih setelah
pelaksanaan program/kegiatan atau post audit. Audit pada satker unit
Eselon 1 pusat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT Pusat) dilakukan
terhadap tugas dan fungsi sedangkan audit kinerja pada satker yang
dikelola dinas atau unit kerja perangkat daerah dilakukan terhadap

kegiatan yang mendukung program yang telah ditentukan sebagai
fokus/lingkup audit.

. Sistematika Panduan Teknis Penugasan Audit Kinerja

Panduan Teknis Penugasan ini terdiri dari tiga bab yaitu Bab 1 Latar
Belakang PTP-112, Bab II Penetapan Kinerja Audit Kinerja dan Bab III
Penugasan Audit Kinerja. Bab I menguraikan peran dan tujuan audit
kinerja, tujuan penyusunan Panduan Teknis Penugasan, metodologi, ruang
lingkup dan sistematika Panduan Teknis Penugasan audit kinerja
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian agar auditor dapat menyusun
langkah kerja, mereviu kertas kerja dan mengevaluasi Temuan Hasil Audit,
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Bab II berisi rencana kinerja output dan rencana kinerja outcome aud.it
kinerja, Bab III berisi proses dan prosedur, alat dan teknik, program kerja
pengawasan, dan langkah-langkah kerja.

BAB II
PENETAPAN KINERJA AUDIT KINERJA

Terkait Audit Kinerja, Inspektorat wajib mengoperasionalkan Penetapan Kinerja
Inspektorat ke dalam rencana pencapaian kinerja output Inspektorat untuk
mendukung pencapaian kinerja outcome Inspektorat Jenderal.

Bersama-sama dengan target output dan target outcome lainnya, Inspektorat
wajib merencanakan penggunaan anggaran dan hari kerja auditor dalam satu
tahun sesuai jumlah hari audit yang tersedia sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Untuk mendukung pencapaian kinerja output
tersebut, Inspektorat wajib menyusun daftar penugasan audit kinerja pada
lingkup Eselon I yang menjadi mitra kerjanya.

A. Rencana Kinerja Output

Mendistribusikan target laporan audit kinerja yang tercantum dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap bulan dan dikomunikasikan kepada
tim audit, agar tim audit dapat menyelesaikan laporan dengan cara tepat
waktu dan merumuskan rekomendasi sesuai dengan tujuan audit kinerja.
Inspektur wajib menyiapkan media pengukuran dan mengukur realisasi
pencapaian laporan dan menyiapkan prosedur penyampaiannya yang
dialamatkan kepada Sekretaris Itjen tembusan kepada Inspektur Jenderal

Kementan sebagai bahan penyusunan laporan pencapaian kinerja
triwulanan.

B. Rencana Kinerja Outcome

Inspektur wajib mendapatkan Indikator outcome yaitu pemanfaatan atau
tindak lanjut dari rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil audit
kinerja dan mengkomunikasikannya ke tim audit untuk mendapatkan
bahan perumusan rekomendasi kepada penanggung jawab program (Eselon
I) dan penangung jawab kegiatan (Eselon II/ satker).

Inspektur wajib menyiapkan media pengukuran dan mengukur realisasi
pencapaian pemanfaatan atau tindaklanjut dari rekomendasi yang
tercantum dalam laporan hasil audit kinerja, baik rekomendasi untuk
Penanggungjawab Program (Eselon [) maupun rekomendasi untuk
Penanggungjawab Kegiatan (Eselon 1II) dan menyiapkan prosedur
penyampaiannya yang dialamatkan kepada Sekretaris Itjen tembusan

kepada Inspektur Jenderal Kementan sebagai bahan penyusunan laporan
pencapaian kinerja triwulanan.

BAB III
PENUGASAN AUDIT KINERJA

Audit Kinerja dapat berperan secara efektif jika Tim audit memahami proses
bisnis program/kegiatan yang diaudit dan peraturan yang mendasari,
mengatur kegiatan, atau mengatur tata kelola keuangan program. Untuk
tujuan pemahaman tersebut, Inspektorat wajib untuk mengusulkan dalam
memutakhirkan peraturan yang terkait dengan tugas dan fungsi auditan.

Sumber untuk memahami kinerja tusi, program atau kegiatan antara lain
adalah:
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 jo PP Nomor 50 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Perpres Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pertanian.

8. Peraturan Menteri Lainnya yang khusus berlaku untuk program yang akan
diaudit.

@ b

Tim Audit harus memahami struktur organisasi auditan untuk efektivitas
komunikasi dalam proses pengumpulan data audit dan pelaporan hasil audit.
Inspektorat perlu mewajibkan tim audit mempelajari dan menguji/menilai
Sistem Pengendalian Intern program/kegiatan pokok dan strategis pada
auditan, untuk menentukan kedalaman pengujian bukti audit dan laporan.
Tim Audit harus mengetahui struktur penganggaran program/ Kkegiatan
auditan, dan merumuskan secara ringkas rencana kegiatan dalam bentuk uang
serta memperoleh informasi yang memadai tentang output dan outcome
kegiatan.

Penugasan Audit Kinerja terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
audit. Perencanaan terdiri dari identifikasi dan penilaian risiko auditan,
penyusunan pedoman audit, alokasi sumber daya, dan penyusunan program
kerja. Pelaksanaan audit terdiri dari pengujian dan pengumpulan bukti, Kertas
Kerja Audit,

Temuan Hasil Audit dan Tanggapan Auditan. Pelaporan audit terdiri dari
penyusunan laporan, distribusi laporan dan monitoring tindaklanjut.

A. Perencanaan

Perencanaan Kerja Audit dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi
APIP dalam menyusun perencanaan audit pada tingkat instansi yaitu dalam
menentukan auditan, tujuan audit, tenaga auditor, waktu audit, biaya
perjalanan dan hasil auditnya untuk satu tahun.

Selain itu bertujuan agar APIP memiliki rencana audit yang rinci dan
lengkap, serta memastikan ukuran bagi pencapaian kinerja APIP terhadap
jumlah auditan dalam lingkup tugas mitra kerja masing-masing
Inspektorat.

Tahapan perencanaan penugasan audit terdiri dari identifikasi dan
penilaian risiko auditan, penyusunan pedoman audit, alokasi sumber daya,
dan penyusunan program kerja. Inspektorat mewajibkan tim audit
mempelajari atau memahami struktur penganggaran kegiatan auditan, dan
merumuskan secara ringkas rencana kegiatan dalam bentuk uang serta
memperoleh informasi yang memadai tentang output dan outcome kegiatan.
Inspektorat mewajibkan tim audit mempelajari atau memahami tujuan
kegiatan auditan untuk memperoleh gambaran /informasi yang memadai,

sebagai dasar untuk menilai output kegiatan yang dihasilkan telah sesuai
dengan tujuan kinerja.

1. Identifikasi dan Penilaian Risiko Auditan

Inspektorat mewajibkan tim audit mempelajari atau memahami input,
proses, output dan outcome kegiatan. Pemahaman yang memadai dapat
menunjukan adanya kegiatan yang tidak atau kurang logis sehingga

menghasilkan bukti audit yang Relevan, Kompeten, Material dan Cukup
(rekomacu) sebagai simpulan audit.
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APIP menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada
program/kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan
tujuan organisasi dan mengomunikasikan rencana pengawasan tahunan
kepada pimpinan organisasi dan unit-unit terkait. Untuk kepentingan
audit kinerja program, program yang dipilih sebagai prioritas haruslah
program yang ada pada seluruh Satker/UPT. Selanjutnya program yang
dipilih menjadi fokus audit kinerja pada 1 tahun anggaran.

Identifikasi dan penilaian risiko auditan dilakukan untuk
mengidentifikasi satker atau institusi yang diaudit dengan mengukur
risiko dari masing-masing auditan. Auditan yang mempunyai ukuran
risiko sangat tinggi prioritas dilakukan audit dibandingkan dengan
auditan yang berisiko lebih rendah.

Penetapan besaran risiko akan menentukan auditan yang akan diaudit.
Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting
untuk dibuat. Dalam rangka mempermudah pengukuran risiko rentang
angkanya lebih baik dibuat kecil, misalnya nilai 1 (sangat rendah), 2
(rendah), 3 (sedang), 4(tinggi), dan 5(sangat tinggi).

Perencanaan Kerja Audit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. APIP menetapkan besaran risiko atas seluruh auditan.
b. Setiap auditan dinilai besaran risikonya berdasarkan unsur risiko yang
berkaitan. Unsur risiko tersebut antara lain jumlah anggaran, kegiatan

strategis, lokasi pengawasan, frekuensi pengawasan, dan metodologi
PBJ.

. Penyusunan Panduan Kerja Audit

Panduan Kerja Audit (PKA) adalah pedoman atau acuan bagi auditor
untuk melakukan tahapan kegiatan audit secara disusun oleh masing-
masing Inspektorat di awal Tahun Anggaran dan disahkan oleh Inspektur
sebagai penanggungjawab pelaksanaan audit. Pedoman Kerja Audit
sekurang-kurangnya harus memuat:

a. Bab I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum,
Tujuan Audit, Ruang Lingkup, Standar Audit, Metodologi Audit
(metode pembobotan), Waktu Audit, Tanggung Jawab Auditor,
Indikator Keberhasilan dan Analisis Risiko.

b. Bab II Informasi Umum yang berisikan Proses Bisnis Audit yang

dilaksanakan dan Identifikasi Masalah.

Bab III Penilaian Risiko kegiatan audit yang dilaksanakan.

BAB IV Rencana Pelaksanaan Audit yang berisikan Susunan Tim,

Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Audit, Langkah Kerja (Langkah Kerja

dapat berkembang sesuai dengan kondisi lapangan) dan Penyusunan
Laporan.

e. Bab V Penutup.

oo

Format panduan kerja audit disajikan pada Format-3.

. Alokasi Sumber daya

Penentuan alokasi sumberdaya audit, diperlukan pengalaman auditor
dalam menetapkan jumlah personil, waktu, biaya, dan jadwal agar
penugasan dapat selesai tepat waktu. Hasil dari tahap ini adalah alokasi
Hari Penugasan (HP) masing-masing auditor, alokasi biaya per auditor,
dan jenis pengujian yvang dilakukan.

Dengan kata lain, masing-masing prosedur pengujian telah ditetapkan
auditor yang akan melaksanakan disertai target waktu pelaksanaan dan
anggran bila diperlukan. Komposisi tim audit terdiri dari pengendali
mutu, pengendali teknis, ketua tim, dan minimal 1 (satu) anggota tim.
Inspektorat mengalokasikan personil dalam rangka penyusunan dan
penyepakatan perangkat audit dengan penanggungjawab program Eselon
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I sebelum audit kinerja dan disosialisasikan dengan Satker.
Penyepakatan dilakukan terhadap metodologi pembobotan yang
dilakukan serta kriteria kinerja yang akan digunakan.

Audit pendahuluan Satker pusat dimaksudkan memperoleh gambaran
mendalam terkait sasaran strategis, proses bisnis, dan faktor
keberhasilan/Key Performance Indikator (KPI) kegiatan/program yang
disepakati termasuk bobot penilaian dalam audit kinerja dialokasikan
waktu S5 hari. Penentuan KPI dilakukan dengan mempertimbangkan
risiko proses bisnis.

Apabila diperlukan sebelum audit kinerja program dapat dilakukan
piloting untuk menguji kesesuaian desain audit kinerja dengan kondisi
lapangan. Audit kinerja program dilaksanakan dengan jumlah hari
sebanyak 8 hari pada satker daerah dan 20 hari pada satker pusat
(Eselon I). Penambahan hari audit satker dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan lokasi auditan atau besarnya anggaran dan
banyaknya sampel yang diambil.

4. Dasar Penugasan Audit Kinerja

Dasar penugasan audit kinerja terdiri dari Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dan Surat Tugas.

Surat Tugas pelaksanaan Audit Kinerja ditandatangani oleh Inspektur
Jenderal dan dapat dilimpahkan kepada Inspektur secara tertulis dalam
Surat Pendelegasian Wewenang serta dapat dilengkapi dengan surat
pengantar audit. Surat pengantar audit dapat ditujukan kepada Eselon I
yang ditandatangani oleh Inspektorat Jenderal atau Sekretaris Direktorat
Jenderal/Badan yang ditandatangani oleh Inspektur.

S. Penyusunan Program Kerja Audit

Penyusunan program kerja audit (PrKA) adalah proses perencanaan yang
dilakukan sebelum melaksanakan tugas audit dan harus dibuat untuk
setiap penugasan yang diberikan.

Pengendali teknis wajib menyusun PrKA sebelum pelaksanaan audit yang
merupakan turunan dari panduan kerja audit yang memuat langkah
kerja rinci untuk mencapai untuk tujuan audit, serta direviu oleh
Pengendali Mutu untuk disetujui.

Program Kerja Audit sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan,
langkah kerja, personil pelaksana langkah kerja dan alokasi waktu audit.
Langkah kerja atau prosedur audit dibuat menurut sasaran audit yang
telah ditetapkan agar nantinya secara keseluruhan hasil audit dapat
menjawab atau mencapai tujuan audit. Format program kerja audit
disajikan pada Format-4 dan rincian program kerja audit disajikan pada
Format-5.

Berdasarkan program kerja audit yang telah ditetapkan, ketua tim audit
membuat pembagian tugas.

B. Pelaksanaan

Tujuan pelaksanaan audit kinerja adalah untuk mendapatkan bukti yang
relevan, kompeten, material, dan cukup sehingga tim auditor dapat menilai
apakah kinerja auditan sesuai dengan kriteria, menyimpulkan apakah
tyjuan audit telah tercapai, mengidentifikasi kemungkinan untuk
memperbaiki kinerja auditan, dan mendukung simpulan, temuan, dan
rekomendasi audit.

Kegiatan dalam pelaksanaan audit meliputi pengumpulan dan pengujian
data, penyusunan temuan hasil audit dengan auditan, serta
pengomunikasian hasil audit dan perolehan tanggapan auditan.
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Pengumpulan dan Pengujian Data

Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh bukti audit sebagai
pendukung temuan audit dan simpulan audit. Bukti audit harus memiliki
karakteristik relevan, kompeten, material, dan cukup. Dalam setiap
pengujian yang dilakukan, hasilnya didokumentasikan dalam Kertas
Kerja Audit (KKA).

KKA adalah catatan (dokumentasi) yang dibuat oleh auditor mengenai
bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang
diterapkan, informasi yang telah diperoleh, serta simpulan yang dibuat
selama dalam pelaksanaan audit.

Dokumentasi yang dibuat oleh auditor adalah berupa dokumen yang
dikumpulkan oleh auditor, baik yang dibuat sendiri maupun dokumen
yang berupa fotokopi/salinan (auditor’s copy) yang diperoleh auditor
selama pelaksanaan audit. Pengertian dokumen bukan saja yang
berbentuk kertas, namun juga termasuk foto/film/gambar, kaset
rekaman, file komputer.

Sumber dokumen KKA dapat berasal dari auditan, pihak di luar
auditan/instansi lainnya, maupun dari pihak auditor. KKA bertujuan
untuk menegaskan dan mendukung pendapat, simpulan dan
rekomendasi  audit; meningkatkan efisiensi, efektivitas serta
keekonomisan audit; menyediakan informasi sebagai dasar penyiapan
laporan atau menjawab pertanyaan dari pihak auditan atau pihak
lainnya; membuktikan bahwa auditor telah melaksanakan tugas sesuai
dengan Standar Audit;

memudahkan perencanaan dan supervisi; mendukung pengembangan
keahlian auditor; membantu memastikan bahwa pekerjaan audit yang

didelegasikan telah terlaksana dengan baik; dan sebagai referensi di masa
mendatang.

KKA harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Lengkap, dalam arti semua informasi penting yang relevan telah
dicantumkan;

b. Jelas, dalam arti tidak memerlukan penjelasan tambahan atau tidak
menimbulkan penafsiran yang berbeda;

c. Rapi, ringkas, dan padat mengutamakan informasi yang penting dan
mudah dibaca.

KKA harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa
KKA telah disusun dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan

pelaksanaan program kerja audit agar sasaran audit tercapai. Format
KKA disajikan pada Format-6.

Penyusunan dan Pengkomunikasian Temuan Audit dengan Auditan.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun suatu temuan audit
kinerja adalah apakah temuan audit yang dibuat merupakan jawaban
atas pertanyaan atau dugaan sementara yang dituangkan dalam tujuan
audit. Temuan audit berisi kesimpulan hasil pengujian atas bukti audit
yang didokumentasikan dalam bentuk Temuan Hasil Audit (THA).

THA merupakan laporan awal hasil audit yang materinya diambil dari
KKA yang memuat temuan beserta atribut audit (kondisi, kriteria, sebab,
akibat, rekomendasi) yang disusun oleh auditor dan disampaikan kepada
auditan  untuk  memberikan  penjelasan /tanggapan, sehingga
memperoleh kesepahaman kedua belah pihak terhadap temuan tersebut.
Tujuan penyusunan THA adalah untuk mengklarifikasi dan
mengkonfirmasi hasil audit; menyampaikan saran/rekomendasi yang
berkaitan dengan adanya kelemahan dan kekurangan dalam
pelaksanaan program/kegiatan; memutakhirkan hasil audit; serta
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objektifitas dan transparansi pembuatan laporan hasil audit. Format THA
disajikan pada Format-7.

3. Pengkomunikasian Hasil Audit dan Perolehan Tanggapan Auditan Setelah

menyelesaikan penugasan audit, tim auditor harus mengomunikasikan
THA kepada manajemen auditan. Komunikasi lisan dilakukan sebelum
komunikasi tertulis dalam bentuk laporan hasil audit (LHA) yang resmi
diterbitkan.
Temuan dalam THA dikomunikasikan agar tidak terjadi penyanggahan
yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tindak lanjut.
Sanggahan auditan dapat diterima apabila disertai bukti yang dapat
diyakini serta bukti tersebut memang tidak ditemukan selama
pelaksanaan audit. Tanggapan satker didokumentasikan secara tertulis
dalam THA.

C. Pelaporan

Pelaporan hasil audit dilaksanakan dengan tahap penyusunan laporan,
distribusi laporan, dan pemantauan tindak lanjut. Selain pembuatan
pelaporan hasil audit, tim audit wajib menyampaikan dokumen
pertanggungjawaban keuangan dan SDM.

1. Penyusunan Laporan

Setelah selesai melakukan audit kinerja, Tim Audit dalam jangka waktu
S hari kerja harus segera menyelesaikan Laporan Hasil Audit (LHA). Jika
terdapat dugaan indikasi fraud dan/atau pendalaman lebih lanjut pada
saat pelaksanaan audit kinerja maka dapat dilakukan pendalaman
melalui audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat
Investigasi.

Terhadap permasalahan tersebut dibuat laporan terpisah dari laporan
hasil audit kinerja yang ditujukan ke Inspektur.

Fraud yang dimaksud dalam PTP ini adalah setiap tindakan melawan
hukum ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran
kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan
atau kekuatan fisik.

Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh
uang, properti, atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau
kehilangan jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau
bisnis.

Fraud dalam hal ini termasuk tindak pidana korupsi yaitu tindakan yang
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan melawan hukum

b. Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
¢. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan

d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

LHA dibagi menjadi ringkasan eksekutif hasil audit kinerja dan laporan
hasil audit kinerja. Format LHA disajikan pada Format-8 dan -9.
Penyusunan ringkasan eksekutif diisi dengan capaian kinerja kegiatan
strategis dan memperhatikan Permenpan & RB Nomor 42 tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil
Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Ringkasan Eksekutif ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan
ditujukan kepada Eselon I penanggungjawab program dengan tembusan
kepada Menteri Pertanian RI, Ketua BPK RI dan Kepala Satker yang
diaudit.

Laporan Hasil Audit Kinerja ditandatangani oleh Inspektur LHA ditujukan
kepada Kepala Satker yang diaudit.
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Tim Audit mengkomunikasikan laporan lengkap yang sudah disetujui oleh
Inspektur dan Ringkasan Eksekutif yang sudah disetujui oleh Inspektur
Jenderal kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal dilengkapi dengan:

a. Kertas Kerja Audit (KKA).

b. Bukti audit (THA, DIPA, RKAKL, Realisasi anggaran, juklak, juknis
kegiatan, dll).

c. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) jika ada kerugian
negara.

d. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan dari pihak terkait

Jika terdapat permasalahan strategis yang membutuhkan kebijakan
Menteri, maka Inspektur melaporkan permasalahan tersebut kepada
Inspektur Jenderal dalam bentuk Nota Dinas.

. Distribusi Laporan Audit Kinerja

Sekretariat Inspektorat Jenderal menggandakan LHA dan Ringkasan
Eksekutif yang telah disetujui oleh Inspektur Jenderal dan

mendistribusikan kepada penanggungjawab program/kegiatan dan
satuan kerja yang diaudit.

. Pemantauan Tindak Lanjut

Inspektorat Jenderal harus melakukan pemantauan tindak lanjut atas
rekomendasi hasil audit, guna memastikan bahwa rekomendasi telah
ditindaklanjuti oleh satker yang diaudit;

Auditor melakukan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit
kinerja yang direkapitulasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dan
menetapkan status tindak lanjut sebagai berikut:

a. "Tuntas” (T), apabila tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;

b. "Dalam Proses" (DP), apabila tindak lanjut belum sesuai dengan
rekomendasi atau belum lengkap;

c. "Belum Ditindaklanjuti" (BDT), apabila rekomendasi belum
ditindaklanjuti; dan

d. "Tidak Dapat Ditindaklanjuti" (TDDT), apabila rekomendasi tidak
dapat ditindaklanjuti.

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,

DEDI SYAMSI
NIP.196#06231989031002
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR 618/KPTS/ PW.130/G/02/2024
TANGGAL 19 Februari 2024

TENTANG
PANDUAN TEKNIS PENUGASAN AUDIT
KINERJA  LINGKUP INSPEKTORAT

JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

FORMAT PANDUAN TEKNIS PENUGASAN AUDIT KINERJA
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

NO FORMAT TENTANG TANDATANGAN
1 | Format-1 Metode Pembobotan Audit
Kinerja
2 | Format-2 Berita Acara Kesepakatan | Tim Audit, PPK dan
Kepala Satker
3 | Format-3 Panduan Kerja Audit Inspektur
4 | Format-4 Program Kerja Audit 1) Inspektur
Kinerja 2) Pengendali Mutu
3) Pengendali Teknis
S | Format-5 Rincian Program Kerja
Audit
6 | Format-6 Kertas Kerja Audit
7 | Format-7 Temuan Hasil Audit 1) Kepala Satker
2) Pejabat Pembuat
Komitmen
3) Pengendali Mutu
4) Pengendali Teknis
5) Ketua Tim
6) Anggota Tim
8 | Format-8 Ringkasan Eksekutif Inspektur Jenderal
9 | Format-9 Laporan Hasil Audit Inspektur
Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,
DEDI NURSYAMSI

NIP.196406231989031002
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Format-1
Metode Pembobotan Audit Kinerja

Sasaran Strategis Proses Bisnis (Bobot) Faktor Keberhasilan (Bobot)

T

Penyusunan Key
Performance Indikator
& Kriteria3E+ 1T




o

Tidak ada denda keteriambatan

S ——— e -~ EotegobidE
) ) _ jumiak kegiatan dengan komponen anggaran sesuai Teknis Ketaatan
Komponen Anggaran sesuai Teknis Jumlah keseluruhen kegiatan dalam RO yang diuji perik Peraturan
Kegiatan jumlah kegiatan dengan MAK sesuai Ketaatan
...:3..&& kegeluruhan kegiatan daiam RO yang diuji perik Peraturan
kelebikan anggaran yang sesuci standar -
i Stan - Efisien
bﬂﬂﬁmﬂm: sesual Standar Jumlah keseluruhan kegiatan dalam RO yang diuji petik e

Telah ditetapkan Tim Pembina dan Jumiah kegiatan memiliki SK Tim Ketaatan
Tim Teknis Kegiatan = Jumiah Keselurulan keglatan dalam RO yang atuji petik Peraturan

CP/CL sesuai Kriteria Teknis dalam Jumiah petani sesuai dengan kriteria fektif

Pedoman Teknis = Jumlah keceluruhan petani pensrima bantuan dalam RO yang 8yl pet] Efekti
Nilal pengadaan yang n&.l:t-u!m HPS Ketaatan
HPS didukung dengan hasil survey = Nilai Keselurukhan Pengadaan yang 4t Sampel Peraturan
Nila: barang jara yong dimanfaatkan
Termanfaatkannya barang/jasa = WNilat kecseluruhan barang jasa yang disampel Efektif
=y A Nilai kemahalan harga)

Fidak ade ke haian harga == Nilai keseluruhan konerak sampel Efisien
I Nilai denda keteriambacan Ketaatan
= Aahuﬁu keseluruhan konrrak sampel Peraturan

tidak ada kelebihan pembayaran

e Nilai Kelebihan Pembayaran
|| .4:.:h.th‘..:gﬂ!kb;n..ﬂkhﬂélﬁ

Ekonomis

=il = Nilat Kelebihan Pembayaran
Niiat kesel han k

ak sampel

HPS didukung dengan hasil survey Nilai pengadaan yang didukung HPS Ketaatan
Zuwﬁh Keseluruwhan Pengadaan yang di Sampel Peraturan
Termanfaatkannya barang/jasa Nilai barang jasa yang dimanfaatkan
= Nilat keselurichan barang fasa yang disampel Efektif
Tidak ada kemahalan harga S e Nilai kemahalan harga)
Nilai keseiuruwhan kontrak sampel Efisien
Tidak ada denda keterlambatan — = Nilai denda keteriambatan Ketaatan
| Nilai keseluruhan kontrak sampel Peraturan
tidak ada kelebihan pembayaran
= Ekcnomis
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Ketepatan waktu penyampaian _ _Jumiah Laporan Tepat Waktu )
laporan akhir = Jumlah keseluruhan Laporan sampel efektif
»|Ketepatan pertanggungiawaban _ Jumlah kontrak pada aplikasi banpem status sesuai Ketaatan

kegiatan - Jumlah keseluruhan kontrak sampel Peraturan
X Jumlah Tanaman Yang Masih _ Jumlak Tanaman Hidup/Produksi -
" |Produksi/Hidup (Tanaman Tahunan) T Jumlah keseluruhan Tanaman Efektif
* Jumlah Produksi Tanaman (tanaman _ Realisasi Produksi )
semusim) ~ Target Produksi Efektif




.......................... ‘dIN
‘(4ejob + bueia) euieu)

............... Ja‘w;es E’Eda}f
‘inlnjaAuapy

.......................... ‘dIN
‘(4ejeb + bueda) eweu)

............. i19¥3es
upny wij g€eoz ‘'vL Mdd

‘eAunsaw
euewiebeqgas ueyeunBip 3njun jenqgip 1ul uejeyedassy| eledy ejiag uenjiwaq

(udwepsy)

uenjuequiad sebn| eueq uep Iseuasuoyeq eueq eped weiboid eliaury ueledeo
lejiusw ynjun uexeunBip uejoqoquiad |apojy UelUElS UBLSJUSWSY [elapusy
jejopfadsul yipny wi] uebusp eseyepuaq ‘uejelbay qemel Bunbbueuad ‘Mdd ‘VdM
elejug loyjes eped €202 V1 (1 uojesg) -+ dnyBui| weibouid elisury ypne
uejogoquiad |spow ewesiaq eleoss Seyeqip Uep ueyiedwesIp yeja) =

!p J,Bdu.]aueq (4... l ek / ...) ....... unu81 ..... UE|nq ...... leﬁﬁuel ...... !u! !JEQ Bped

............... L T L
............................................... (l Nojasa)...----.........--- angNI-I
AWVHO0dd VMrY3aNIY 11dNY NVLYMVYdISIN VHVYOV V.iiN3g

uelexedssa)y] BIeoy viLIag
Z-1euLIoy

_6[-



=)=

LAMPIRAN 1. Model Pembobotan Audit Kinerja Program ..........ccccccevvvverviernnnnnn. PadaDana .......cccccoevieiiicenennn. TA. 2023

=k . KEY PERFORMANCE | Kategori
STRATEGIC Proses Bisnis Faktor Keberhasilan INDICATORS (KPI) 3E

INTENT Uraian BOBOT Uraian BOBOT Uraian Bobot

.................. 3 sessmsssssssnns

PPEK.....onni TA. 2023 Tim Audit
Nama Satker

Nama Terang

BAR. coins

Menyetujui,

Kepala Satker .................

Nama Terang
1 2




LAMPIRAN 2. Model Pembobotan Audit Kinerja Program

o e

................... TA. 2023

STRATEGIC
INTENT

Proses Bisnis

Faktor Keberhasilan

KEY PERFORMANCE INDICATORS

(KPI)

Kategori 3E

Uraian BOBOT

Uraian BOBOT

Uraian

Bobot

PPE o TA. 2023

Nama Satker

Nama Terang
INIP. ...coioiss

Menyetujui,
Kepala Satker

Nama Terang
NIP. ..........

Tim Audit
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Format-3
Panduan Kerja Audit

PANDUAN KERJA AUDIT KINERJA
LINGEUP ....covoovcsnsns TA 20xx

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 20xx
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dasar Hukum

Tujuan Audit

. Ruang Lingkup

Standar Audit

. Metodologi Audit

. Waktu Audit

. TanggungJawab Auditor

Indikator Keberhasilan

Analisis Risiko
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BAB II

INFORMASI UMUM

A. Proses Bisnis Audit Kinerja

B. Identifikasi Masalah



« P8 .

BAB III
PENILAIAN RISIKO

Dalam pelaksanaan audit terdapat risiko yang dihadapi oleh Satuan Kerja.
Risiko-risiko tersebut dikemukakan sebagai berikut.

1. Program 1

2. Program 2

3. Program 3

4, dst...
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BAB IV
RENCANA PELAKSANAAN AUDIT

Susunan Tim

. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Audit

. Langkah Kerja

. Penyusunan Laporan



S

BAB V
PENUTUP

Inspektur

Nama
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Format-4
Program Kerja Audit

Ruang Lingkup :

Dasar Hukum :

Langkah Kerja :

Jakarkd s 20xx
Direviu Oleh Direviu Oleh
Pengendali Mutu Pengendali Teknis
[, 0 3

Disetujui Oleh
Inspektur.....
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Format-5
Rincian Program Kerja Audit

1. Program Kerja Audit Kinerja

Audit kinerja dilakukan untuk memberikan assurance pelaksanaan kegiatan
memenuhi kaidah ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, efektifitas,
efisiensi, dan ekonomis. Audit kinerja dilakukan terhadap 4 tahapan kegiatan
yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap
outcome. Hal-hal minimal yang perlu diatur adalah sebagai berikut

a. Tahap Perencanaan

Kegiatan yang diaudit diantaranya penyusunan pedoman (Pedoman Umum,
Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan), penyusunan proposal/KAK
kegiatan, sosialisasi dan Penetapan petani dan lokasi penerima bantuan.
Tujuan, ruang lingkup dan peraturan yang mendasari audit pada tahap
persiapan sebagai berikut.

1) Tujuan audit penilaian tahap perencanaan adalah memastikan bahwa
dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dipedomani oleh
pelaksana kegiatan, sosialisasi telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan
kegiatan, serta penetapan petani dan lokasi penerima bantuan telah
sesuai prosedur.

2) Ruang lingkup audit penilaian tahap perencanaan adalah penilaian
terhadap dokumen pedoman umum, proposal kegiatan, petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis, dan Keputusan Penetapan Penerima
Bantuan.

3) Peraturan yang mendasari penilaian tahap persiapan adalah Pedoman
yang terbitkan oleh unit pelaksana kegiatan

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan yang diaudit pada tahap pelaksanaan adalah ketepatan
pelaksanaan kegiatan dengan pedoman/aturan yang berlaku, pemenuhan
aspek efektif, efisien dan ekonomis serta pencapaian tujuan kegiatan.

Tujuan, ruang lingkup dan peraturan yang mendasari audit pada tahap
pelaksanaan sebagai berikut:

1) Tujuan audit tahap pelaksanaan adalah memastikan bahwa pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan pedoman/ peraturan serta menilai efektifitas,
efisiensi, keekonomisan kegiatan.

2) Ruang lingkup tahap pelaksanaan kegiatan adalah pengadaan
barang/jasa, BAST Bantuan, kegiatan pemeriksaan lapangan, kegiatan
pelatihan dan pengembangan SDM Pertanian.

3) Peraturan yang mendasari penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan
adalah:

- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Jjo. Perpres No. 12 Tahun 2021
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

- Pedoman yang diterbitkan oleh unit pelaksana kegiatan

c. Tahap Pelaporan

Kegiatan yang termasuk dalam tahap monev menggambarkan hasil yang
dicapai telah dimanfaatkan, yang menjadi pendorong/penghambat
kegiatan serta saran untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan. Tujuan, ruang

lingkup dan peraturan yang mendasari audit pada tahap Monev dan
Pelaporan sebagai berikut.
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1) Tyjuan audit tahap pelaporan adalah untuk memastikan bahwa
monitoring, evaluasi dan pelaporan sudah menggambarkan hasil yang
dicapai, hal-hal yang menjadi pendorong/ penghambat kegiatan serta
saran untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dilakukan tepat waktu.

2) Ruang Lingkup audit terhadap pelaporan meliputi laporan
bulanan/triwulanan/semester/tahunan, laporan monitoring dan
evaluasi kegiatan.

3) Peraturan yang mendasari kegiatan adalah Pedoman Umum/Petunjuk

Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh unit pelaksana
kegiatan

d. Tahap Outcome

Tahap outcome dilakukan untuk melihat manfaat yang diperoleh dari
pelaksanaan kegiatan. Outcome yang dipakai adalah outcome terdekat yang
dapat dilihat pada saat audit dilaksanakan. Tujuan, ruang lingkup dan
peraturan yang mendasari audit pada tahap outcome sebagai berikut.

1) Tujuan audit tahap outcome adalah untuk memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan dapat mencapai tujuan atau memberikan manfaat sesuai
yang diharapkan.

2) Ruang lingkup audit terhadap outcome meliputi penilaian terhadap
apakah bantuan benih yang diberikan telah dimanfaatkan, target
produksi tercapai, dan output kegiatan mendukung pencapaian tujuan.

Peraturan yang mendasari kegiatan adalah Pedoman Umum/Petunjuk

Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh unit pelaksana
kegiatan.

2. Program Kerja Pengujian Terbatas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan kegiatan.

a. Tujuan

Tujuan pengujian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
kegiatan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai SPI auditan
untuk menentukan kedalaman audit yang diperlukan.

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan SPIP meliputi lingkungan pengendalian, penilaian
resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
pemantauan pengendalian intern.

c. Peraturan yang Mendasari Kegiatan

Peraturan yang mendasari kegiatan penyelenggaraan SPI adalah Peraturan
Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Bab II tentang unsur SPIP (pasal 3 s.d 46).

Pengujian terbatas SPIP dilakukan pada Satker Pusat dan Satker UPT.
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Format-6
Kertas Kerja Audit

INSPEKTORAT
JENDERAL
KEMENTERIAN
PERTANIAN

No. KKA

Ref. No. PKA

Disusun Oleh

Tgl & Paraf

Direviu Ketua Tim

Tgl & Paraf

Direviu Pengendali
Teknis

Tgl & Paraf

Nama Auditan

Tahun Anggaran

Judul Kegiatan Yang Di Audit :

O Ul B W N

Langkah-Langkah Kerja :

Kesimpulan :

Sumber Data :
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Format 7 Temuan Hasil Audit Revisi II

(14/06/24)
KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL
TEMUAN HASIL AUDIT KINERJA PADA SATKER ............ TA 20xx
“'.
Pada hari ini ..., tanggal ........ 20xx bertempat di ...., telah disampaikan dan

dibahas secara bersama dokumen Temuan Hasil Audit (THA) antara KPA/PPK,
Penanggung Jawab Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dengan Tim Audit
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Audit dilaksanakan pada tanggal
... 20xx, dengan hasil sebagai berikut.
A. Informasi Audit Kinerja
1. Dasar Audit Kinerja
Pelaksanaan audit kinerja didasarkan pada:
a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... Tahun ... tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
b. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian TA 20xx.
c. Surat Tugas Inspektur ... Kementerian Pertanian Nomor ...... tanggal

2. Tujuan Audit Kinerja

Tujuan audit kinerja adalah untuk:

a. Memberikan simpulan (opini assurance) tentang capaian kinerja
program/kegiatan.

b. Memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPI (kegiatan
yang efektif dan efisien, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan).

c. Memberikan rekomendasi perbaikan peningkatan kinerja
program/kegiatan.

3. Ruang Lingkup dan Sasaran Audit Kinerja

Ruang lingkup pelaksanaan audit kinerja Program/Kegiatan ... meliputi:

a. Capaian kinerja program/kegiatan ... mencakup aspek ketepatan
sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah dan ketepatan guna.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan terhadap Standard Operating Procedures

(SOP).
c. Kinerja Pengelolaan Keuangan terhadap ketentuan perundang-
undangan.

d. Monitoring terhadap tindak lanjut temuan hasil audit sebelumnya.

4. Standar Audit Kinerja
Audit telah dilaksanakan sesuai Peraturan Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar
Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Keputusan Inspektur Jenderal
Kementan Nomor ..... tentang Panduan Teknis Penugasan Audit Kinerja
Lingkup Kementerian Pertanian.

S. Kriteria Audit Kinerja
Kriteria utama audit adalah PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP,
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kriteria lainnya
merupakan peraturan perundang-undangan lainnya atau kebijakan
Menteri Pertanian yang tertuang dalam temuan hasil audit.

6. Metodologi Audit Kinerja
Audit Kinerja dilakukan melalui identifikasi permasalahan, perumusan
Tentative Audit Objective (TAO) dan penyusunan langkah kerja audit.
Pelaksanaan audit kinerja program disupervisi secara berjenjang oleh
Pengendali Teknis (Dalnis) dan Pengendali Mutu (Daltu) serta Inspektur
sebagai penanggung jawab pengawasan.



=33 =

Identifikasi permasalahan dilakukan dengan pendekatan audit berbasis
risiko (Risk Based Audit) dengan mengidentifikasi titik-titik kritis
pelaksanaan kegiatan strategis dalam program. Pengujian bukti dilakukan
secara sampling atau uji melalui pemeriksaan fisik, pengamatan,
pengujian dokumen, uji analisis dan konfirmasi kepada pihak yang
terkait.

Simpulan hasil audit juga dikonfirmasikan dengan pihak auditan dan
dituangkan dalam Temuan Hasil Audit (THA) sebagai dokumen tidak
terpisah dari laporan.
7. Tanggung Jawab Auditor

Auditor bertanggungjawab terhadap simpulan hasil audit yang disajikan
dalam Laporan Hasil Audit yang didasarkan pada analisis data, catatan,
dan laporan dari pelaksana program.

Kebenaran terhadap penyajian data catatan dan laporan pelaksanaan

program merupakan tanggung jawab pelaksana program.

B. Identifikasi Auditan

1. Data Umum
Nama Satker
Kode Satker
Alamat
Kota
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Susunan Personil ULP/Pokja ULP

o no o

(sesuai dengan keperluan)
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
- Anggota
. Pejabat Pengadaan
Pejabat Penandatangan SPM
Bendahara Pengeluaran
Jumlah Anggaran
Nomor DIPA /RKA-KL
. Masa Pelaksanaan yang Diaudit
Waktu Audit

=i = :—?v‘.—‘-r*'.’:r

2. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan

a. Realisasi Fisik Kegiatan

Pencapaian sasaran fisik Satker TA. 20xx sampai dengan 31 Desember
20xx sebesar xx%.

REALISASI FISIK CAPAIAN CAPAIAN
NO|  URAIAN KEGIATAN/JENIS KEGIATAN | ANGGARAN (Rp] | BOBOT (%) VOLUME TERTIMBANG
SATUAN FISIK ()
TARGET | REALISASI (%)

2 3 4 5 b 1 8 9

= lw | ro | — | -

JUMLAH

b. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran TA. 20xx sampai dengan 31 Desember 20xx adalah

Rpxxx (xxx%) dari target satu tahun sebesar Rpxxx,00 dengan rincian
sebagaimana tabel berikut:
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No | Uraian Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian (%)
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 S
1
2
Jumlah

3. Kewajiban Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
a. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak TA 20xx sampai dengan tanggal 31 Desember 20xx
senilai Rpxxxxx ,00 seluruhnya telah/belum disetor ke Kas Negara.

Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

No. Jenis Pajak Jenis Penerimaan Pajak (Rp)
Pungut Setor Saldo
1 2 3 4 5
1
Jumlah

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 20xx sampai dengan
tanggal 31 Desember 20xx senilai Rpxxxx,00 telah disetor ke Kas
Negara. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

No. Akun PNBP Jenis Penerimaan Pajak (Rp)
Pungut Setor Saldo
L 2 3 4 S
1
2
Jumlah
C. Temuan Hasil Audit Kinerja
Hasil audit kinerja program............... pada  Batler . siinimmmersenanamen

menunjukan keberhasilan antara lain ...........

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat pokok
masalah sebagai berikut:

1. Pengujian Terbatas SPIP
Hasil pengujian terbatas SPIP pada Satker ................ sebagai berikut:

a. Kelemahan 1
b. Kelemahan 2
c. Kelemahan 3

2. Program .....sse

Berdasarkan hasil audit kinerja Program ................... diperoleh hasil
capaian kinerja program sebesar ....... dari nilai maksimum sebesar 100
dengan predikat Indikator keberhasilan dari aspek efisiensi,
efektifitas, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan adalah sebagai berikut::

1. Ekonomis

Capaian nilai ekonomis sebesar ..... dari nilai maksimum sebesar .....
atau ....% dari target dengan kategori ........
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2. Efisiensi
Capaian nilai efisiensi terhadap peraturan perundang-undangan
sebesar ..... dari nilai maksimum sebesar ..... atau ....% dari target
dengan kategori ........

3. Efektivitas

Capaian nilai efektivitas terhadap peraturan perundang-undangan
sebesar ..... dari nilai maksimum sebesar ..... atau ....% dari target
dengan kategori ........

4. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Capaian nilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
sebesar ..... dari nilai maksimum sebesar ..... atau ....% dari target
dengan kategori ........

Temuan hasil audit lengkap sebagai berikut:

a. (Judul Temuan I)

........................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................................................................

(uraikan temuan hasil audit yang dilengkapi dengan kondisi, kriteria,
sebab, akibat, rekomendasi serta tanggapan dan rencana perbaikan
oleh satker)

b. (Judul Temuan II)

...........................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................................................................

(uraikan temuan hasil audit yang dilengkapi dengan kondisi, kriteria,
sebab, akibat, rekomendasi serta tanggapan dan rencana perbaikan
oleh satker)

c. dst.

. PEOERERY «voisvsyisonss
Berdasarkan hasil audit kinerja Program .................. diperoleh hasil
capaian kinerja program sebesar ....... dari nilai maksimum sebesar 100
dengan predikat ........ Indikator keberhasilan dari aspek efisiensi,

efektifitas, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan adalah sebagai berikut::
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a. Ekonomis
Capaian nilai ekonomis sebesar ..... dari nilai maksimum sebesar .....
atau ....% dari target dengan kategori ........

b. Efisiensi
Capaian nilai efisiensi terhadap peraturan perundang-undangan
sebesar ..... dari nilai maksimum sebesar ..... atau ....% dari target
dengan kategori ........

c. Efektivitas

Capaian nilai efektivitas terhadap peraturan perundang-undangan
sebesar ..... dari nilai maksimum sebesar ..... atau ....% dari target
dengan kategori ........

d. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Capaian nilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
sebesar ..... dari nilai maksimum sebesar ..... atau ....% dari target
dengan kategori ........

Temuan hasil audit lengkap sebagai berikut:

a. (Judul Temuan I)

........................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................................................................

(uraikan temuan hasil audit yang dilengkapi dengan kondisi, kriteria,

sebab, akibat, rekomendasi serta tanggapan dan rencana perbaikan
oleh satker)

b. (Judul Temuan II)

...........................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................................................................

(uraikan temuan hasil audit yang dilengkapi dengan kondisi, kriteria,

sebab, akibat, rekomendasi serta tanggapan dan rencana perbaikan
oleh satker)

c. dst.
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D. Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian (jika ada)
1. Monitoring dan Tindak Lanjut rekomendasi dari Hasil Audit Sebelumnya

............................................................................................................

............................................................................................................

F. PENUTUP
Temuan hasil audit kinerja ini telah dibahas bersama antara Tim Audit
dengan pihak Satker dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam
dokumen Temuan Hasil Audit (THA). Seluruh rekomendasi yang
dikemukakan telah disanggupi untuk ditindaklanjuti sambil menunggu
laporan resmi yang akan disampaikan kemudian.

— 20xx
Tim Audit
Mengetahui,
Kepala Satker Pengendali Mutu

..... Pengendali Teknis

Ketua Tim

Anggota Tim
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Format 8 LHA Revisi II

(14/06/24)
| KOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor : diisi dengan nomor surat dari Inspektorat — .............. 20xx
Jenderal
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Ringkasan Eksekutif Hasil Audit Kinerja
Program pada Satker.....TA 20xx
Yth. Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/ Kepala Badan .....
Di
Telah dilakukan audit kinerja program ........ TA 20xx pada Satker ........... dengan
predikat keberhasilan yang telah dicapai antara lain.............
Nilai capaian kinerja TA 20xx pada program........ sebesar...... dengan predikat
oy PPOZPAINY. s, Sebesar...... dengan predikat...... ; dan program....... Sebesar

....... dengan predikat.......

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, masih ditemukan pokok
masalah sebagai berikut:

B s

Terhadap permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Saudara untuk:
1. Memastikan rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti seluruhnya oleh
Satker ...

2. Mendokumentasikan tindaklanjut rekomendasi yang telah dilakukan oleh
Satker .......

A O (ika ada rekomendasi untuk Eselon ]
Uraian lengkap mengenai temuan dan rekomendasi tersebut, dituangkan dalam
Laporan Nomor ..... , tanggal .... (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dalam batas waktu 60 hari
sejak laporan ini Saudara terima. Jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti maka
pihak-pihak terkait akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,
Ttd

Nama

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI
2. Ketua BPK RI

3. Kepala Satker .....
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Format 9 Revisi II (14/06/2024)
LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA

......................................

NOMOR R
TANGGAL

..............................

............................
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DAFTAR ISI

....................................................
....................................................................................
.................................................................................
............................................................................
............................................................................
.....................................................................

A.Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan

...........................................

B.Kewajiban Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
C.Temuan Hasil Audit

........................................................................

.........



il o

| KOP INSPEKTORAT ........ KEMENTERIAN PERTANIAN |
Nomor : diisi dengan nomor surat dari Inspektorat ~— ................. 20xx
Sifat : Rahasia/Terbatas
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Audit Kinerja Program
............ pada Satker ......... TA 20xx
Yth. kepala Satker yang diaudit
di
Telah dilakukan audit kinerja Program.......... pada SalKer ..iiisomsimmmsrons TA.
........... Hasil audit disajikan dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:
BAB I : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB II : INFORMASI UMUM

BAB III : HASIL AUDIT
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BAB I
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil audit kinerja Program ...... pada Satker ...... TA ... telah
berhasil ..........
Selain itu diperoleh hasil capaian kinerja program ...... sebesar ....... dari
nilai maksimum sebesar 100 dengan predikat ........ ; program ...... sebesar
....... dari nilai maksimum sebesar 100 dengan predikat ........ ; program
...... sebesar ....... dari nilai maksimum sebesar 100 dengan predikat .........
Indikator keberhasilan pada masing masing program sebagai berikut:
1. Prograsm s
a. Ekonomis
Capaian nilai ekonomis sebesar ..... dari nilai maksimum sebesar
..... atau ....% dari target dengan kategori ........ . Kelemahan pada
ekonomis, yaitu .............
b. Efisiensi
Capaian nilai efisiensi terhadap peraturan perundang-undangan
sebesar ..... dari nilai maksimum sebesar ..... atau ....% dari target
dengan kategori ........ Kelemahan pada efisiensi, yaitu .............
c. Efektivitas
Capaian nilai efektivitas terhadap peraturan perundang-undangan
sebesar ..... dari nilai maksimum sebesar ..... atau ....% dari target
dengan kategori ........ Kelemahan pada efektivitas, yaitu
d. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Capaian nilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

sebesar ..... dari nilai maksimum sebesar ..... atau ....% dari target
dengan kategori ........ Kelemahan pada ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan, yaitu .............
2. Program ...........
a. Ekonomis
Capaian nilai ekonomis sebesar ..... dari nilai maksimum sebesar
..... atau ....% dari target dengan kategori ........ . Kelemahan pada

ekonomis, yaitu .............
b. Efisiensi

Capaian nilai efisiensi terhadap peraturan perundang-undangan
sebesar ..... dari nilai maksimum sebesar ..... atau ....% dari target
dengan kategori ........ Kelemahan pada efisiensi, yaitu
c. Efektivitas
Capaian nilai efektivitas terhadap peraturan perundang-undangan
sebesar ...:. dari nilai maksimum sebesar ..... atau ....% dari target
dengan kategori ........ Kelemahan pada efektivitas, yaitu
d. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Capaian nilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

.............

sebesar ..... dari nilai maksimum sebesar ..... atau ....% dari target
dengan kategori ........ Kelemahan pada ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan, yaitu .............

3. Dst

B. Rekomendasi

Terhadap permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Saudara
selaku KPA agar

.....................

Inspektur I/II/II1/1V,
Nama ...
NIP
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BAB II
INFORMASI UMUM

A. Informasi Audit

1.

Dasar Audit Kinerja

Pelaksanaan audit kinerja didasarkan pada:

a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ........ Tahun ... tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

b. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian TA 20xx.

c. Surat Tugas Inspektur ... Kementerian Pertanian No. .... tanggal ....

. Tujuan Audit Kinerja

Tujuan audit kinerja adalah untuk:

a. Memberikan simpulan (opini assurance) tentang capaian kinerja
program/kegiatan.

b. Memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPI (kegiatan
yang efektif dan efisien, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan).

c. Memberikan rekomendasi perbaikan peningkatan kinerja
program/kegiatan.

Ruang Lingkup dan Sasaran Audit Kinerja

Ruang lingkup pelaksanaan audit kinerja Program/Kegiatan ... meliputi:

a. Capaian kinerja program/kegiatan ...... mencakup aspek ketepatan
sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah dan ketepatan guna.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan terhadap Standard Operating Procedures
(SOP).

c. Kinerja Pengelolaan Keuangan terhadap ketentuan perundang-
undangan.

d. Monitoring terhadap tindak lanjut temuan hasil audit sebelumnya.

. Standar Audit Kinerja

Audit telah dilaksanakan sesuai Peraturan Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah Indonesia Nomor PER-O1/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar
Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Keputusan Inspektur Jenderal

Kementan Nomor ........ tentang Standar Audit Intern Kementerian
Pertanian.

Kriteria Audit Kinerja

Kriteria utama audit yaitu PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Perpres
Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Kriteria lainnya merupakan peraturan

perundang-undangan lainnya atau kebijakan Menteri Pertanian yang
tertuang dalam temuan hasil audit.

. Metodologi Audit

Audit dilakukan melalui identifikasi permasalahan, perumusan Tentative
Audit Objective (TAO) dan penyusunan langkah-langkah kerja audit (audit
program). Pelaksanaan audit program disupervisi secara berjenjang oleh
Pengendali Teknis (Dalnis) dan Pengendali Mutu (Daltu) serta Inspektur
sebagai penanggung jawab pengawasan.

Identifikasi permasalahan dilakukan dengan pendekatan audit berbasis
risiko (Risk Based Audit) dengan mengidentifikasi titik-titik kritis
pelaksanaan kegiatan strategis dalam program. Sedangkan pengujian
bukti dilakukan secara sampling atau uji melalui pemeriksaan fisik,

pengamatan, pengujian dokumen, uji analisis dan konfirmasi kepada
pihak yang terkait.

Simpulan hasil audit juga dikonfirmasikan dengan pihak auditan dan

dituangkan dalam Temuan Hasil Audit (THA) sebagai dokumen terpisah
dari laporan.
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7. Tanggung Jawab Auditor
Auditor bertanggung jawab terhadap simpulan hasil audit yang disajikan
dalam Laporan Hasil Audit yang didasarkan pada analisa data, catatan,
dan laporan dari pelaksana program.

Kebenaran terhadap penyajian data catatan dan laporan pelaksanaan
program merupakan tanggungjawab pelaksana program.

B. Identifikasi Auditan
1. Data Umum
2. Data Umum
Nama Satker
Kode Satker
Alamat
Kota
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Susunan Personil ULP/Pokja ULP

G ivg R o

(sesuai dengan keperluan)
- Ketua

- Sekertaris

- Anggota

- Anggota

. Pejabat Pengadaan
Pejabat Penandatangan SPM
Bendahara Pengeluaran
Bendahara Penerima
Jumlah Anggaran

. Nomor DIPA/RKA-KL
Masa Pelaksanaan yang Diaudit
Waktu Audit

ocpg T

3. Data Kegiatan

Data kegiatan dan output yang diaudit, sesuai tolok ukur dalam DIPA TA
20xx secara ringkas sebagai berikut:

No | Uraian Kegiatan Anggaran Volume Satuan
(Rp)
1 e : A TE =5
1
2
Jumlah

Berdasarkan identifikasi masalah dan risiko audit, fokus audit diarahkan
pada kegiatan strategis berupa:
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BAB III
HASIL AUDIT

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan
1. Realisasi Fisik Kegiatan

Pencapaian sasaran fisik Satker TA. 20xx sampai dengan 31 Desember
20xx sebesar xx%.

REALISASI FISIK oy | PN
NO|  URAIAN KEGIATAN/JENIS KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | BOBOT (%) i VOLUME " TERTIMBANG
TARGET | REALISASI (%)

2 3 4 5 6 I 8 9

= low|ro ]|

JUMLAH
2. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran TA. 20xx sampai dengan 31 Desember 20xx adalah
Rpxxx (xxx%) dari target satu tahun sebesar Rpxxx,00 dengan rincian
sebagaimana tabel berikut:

No Uraian Kegiatan | Anggaran | Realisasi (Rp) Capaian (%)
(Rp)
1 2 4 B 5

Jumlah
3. Kewajiban Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

a. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak TA 20xx sampai dengan tanggal 31 Desember 20xx

senilai Rpxxxxx ,00 seluruhnya telah/belum disetor ke Kas Negara.
Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

No | Jenis Pajak Jenis Penerimaan Pajak (Rp)
Pungut Setor Saldo
1 2 3 4 3
1
2
Jumlah

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 20xx sampai dengan tanggal

31 Desember 20xx senilai Rpxxxx,00 telah disetor ke Kas Negara. Rincian
dapat dilihat pada tabel berikut:

No Akun PNBP Jenis Penerimaan Pajak (Rp)
Pungut Setor Saldo

1 2 3 4 5

i

2

Jumlah
B. Temuan Hasil Audit
Hasil audit kinerja program ......... pada Satker............coceeeeevvvnnnnn..

menunjukan keberhasilan antara lain ....

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah diraih, masih terdapat pokok
masalah sebagai berikut
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1. Pengujian Terbatas SPIP
Hasil pengujian terbatas SPIP pada Satker ................ sebagai berikut:

a. Kelemahan 1
b. Kelemahan 2
c. Kelemahan 3

B PrOgYBM ccoviwisvinimsssisnisiass

Berdasarkan hasil audit kinerja Program ..............ccocooiiiiiiiiiinniinnnns
diperoleh hasil capaian kinerja sebesar ........ dari nilai maksimum sebesar
...... dengan predikat “........"”. Indikator keberhasilan dari aspek efisiensi,
efektifitas, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan adalah sebagai berikut:

a. Ekonomis

Capaian nilai keekonomisan penggunaan anggaran dalam
melaksanakan kegiatan sebesar ...... atau
Behesar ...

...... % dari nilai maksimum

b. Efisiensi

Capaian nilai efisiensi penggunaan anggaran dalam melaksanakan
kegiatan sebesar ...... atau ...... % dari nilai maksimum sebesar

c. Efektivitas

Capaian nilai Efektivitas penggunaan anggaran dalam melaksanakan
kegiatan sebesar ...... atau ...... % dari nilai maksimum sebesar

......

d. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Capaian nilai Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
dalam melaksanakan kegiatan sebesar
maksimum sebesar .......

...... atau ......% dari nilai

Temuan hasil audit lengkap sebagai berikut:
a. (Judul Temuan I)

1) Perencanaan

.....................................................................................................

2) Pelaksanaan

.....................................................................................................

3) Pelaporan

.....................................................................................................

4) Outcome.

uraikan temuan hasil audit yang dilengkapi dengan kondisi,
kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi)

b. (Judul Temuan II)
1) Perencanaan
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2) Pelaksanaan

.....................................................................................................

3) Pelaporan

.....................................................................................................

4) Outcome.

..................................................................................................... (
uraikan temuan hasil audit yang dilengkapi dengan kondisi,
kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi)

c. dst.

3 PIEOEIRIR vovovevsmomasvissinssvans

Berdasarkan hasil audit kinerja Program ............ccooccoiiiiiiieeiiineinn,

diperoleh hasil capaian kinerja sebesar ........ dari nilai maksimum sebesar

...... dengan predikat “........”. Indikator keberhasilan dari aspek efisiensi,

efektifitas, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan adalah sebagai berikut:

a.

Ekonomis

Capaian nilai keekonomisan penggunaan anggaran dalam

melaksanakan kegiatan sebesar ...... atau ...... % dari nilai maksimum
sebesar ......

Efisiensi

Capaian nilai efisiensi penggunaan anggaran dalam melaksanakan
kegiatan sebesar ...... atau ...... % dari nilai maksimum sebesar ......
Efektivitas

Capaian nilai Efektivitas penggunaan anggaran dalam melaksanakan
kegiatan sebesar ...... atau ...... % dari nilai maksimum sebesar

Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Capaian nilai Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
dalam melaksanakan kegiatan sebesar ...... atau ...... % dari nilai
maksimum sebesar .......

Temuan hasil audit lengkap sebagai berikut:

a. (Judul Temuan I)

1) Perencanaan

.....................................................................................................
......................................................................................................

.....................................................................................................

.......................................................................................................

(uraikan temuan hasil audit yang dilengkapi dengan kondisi, kriteria,
sebab, akibat, dan rekomendasi)
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b. (Judul Temuan II)

1) Perencanaan

.....................................................................................................

......................................................................................................

.....................................................................................................

(uraikan temuan hasil audit yang dilengkapi dengan kondisi, kriteria,
sebab, akibat, dan rekomendasi)

c. dst.

B. Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian (jika ada)
1. Monitoring dan Tindak Lanjut rekomendasi dari Hasil Audit Sebelumnya

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................



